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TERHADAP 
  PERATURAN KALURAHAN SEMOYO
NOMOR     1   TAHUN 2021


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor :      / BA / 2021 (Kalurahan)
Nomor :          / BA / 2021 (Bamuskal)
 

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Januari Tahun 2021 bertempat di Balai Kalurahan Semoyo, Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, acara Rapat Bersama  Antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal Semoyo membahas   Rancangan Peraturan Kalurahan  Semoyo tentang LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DKALURAHAN  Tahun Anggaran 202;
Dalam rapat bersama  tersebut telah diperoleh kata sepakat bahwa Rancangan Peraturan Desa tersebut setelah mendapat Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan BKAD Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya akan  ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Semoyo Nomor 2 Tahun 2021 tentang LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  Tahun Anggaran 2020.  
Naskah  Peraturan Kalurahan Terlampir;
Demikian Persetujuan Bersama ini di buat di Semoyo dan di Tandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Semoyo dan Lurah Semoyo;

     Semoyo  28 Januari 2021
        Ketua Bamuskal Semoyo                                  Lurah Semoyo
                




            S U W A R T O                                             SUDIRMAN, S.E




LURAH SEMOYO 
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

    PERATURAN KALUURAHAN SEMOYO   
NOMOR   1     TAHUN 2021

TENTANG
      PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SEMOYO

	Menimbang
	
	:
	
	a.
	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan ;

	
	
	
	
	b.
	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Kalurahan Semoyo Nomor 1 Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya; 

	
	
	
	
	c. 
	bahwa berdarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;


	Mengingat
	
	1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-   Daerah  Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;

	
	
	2.
	Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

	
	
	3.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

	
	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

	
	
	6.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

	
	
	7.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

	
	
	8.
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

	
	
	9.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

	
	
	10.
	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

	
	
	11.
	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018  Nomor 7);

	
	
	12.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun  2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24)

	
	
	13.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

	
	
	14.
	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

	
	
	15.
	Peraturan Kalurahan Semoyo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan  Semoyo Tahun 2020 Nomor 9

	
	
	17
	Peraturan Kalurahan Semoyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Semoyo Tahun 2020 Nomor 10);



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN   SEMOYO
DAN
 LURAH SEMOYO


MEMUTUSKAN  :

Menetapkan     :   	PERATURAN KALURAHAN SEMOYO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020;


Pasal 1
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan  :
a. Pendapatan Asli Desa					Rp      55.803.350,00  
b. Transfer							Rp 1.401.292.975,00
c. Pendapatan Lain-lain					Rp        1.451.544,00
   Jumlah Pendapatan Desa					Rp 1.458.547.769,00

2. Belanja :
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Rp   654.858.209,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp   330.195.135,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		Rp     11.340.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		Rp     21.478.070,00
e. Belanja Tak Terduga					Rp   462.014.670,00
Jumlah Belanja Desa					Rp1.479.886.084,00
	Surplus/(Defisit)					Rp    (21.338.315,00)
3. Pembiayaan Desa :
a. Penerimaan Pembiayaan				Rp     94.882.217,00
b. Pengeluaran Pembiayaan				Rp                     0,00
Selisih Pembiayaan						Rp     94.882.217,00
SiLPA Tahun 2020						Rp     73.543.902,00

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari:

a. Lampiran I. Laporan Keuangan.
b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari  sampai dengan 31 Desember 2020.
c. Lampiran III. Program Sektoral Dan Program Daerah Yang Masuk Desa Tahun 2020.

Pasal 3
Lampiran sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 4
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di 	: Semoyo
Pada Tanggal	: 28 Januari 2021
LURAH SEMOYO



								SUDIRMAN
Di Undangkan di    : Semoyo
Pada Tanggal         :  28 Januari 2021 
CARIK SEMOYO



OKTIANA KHOIRIAH
LEMBARAN KALURAHAN SEMOYO TAHUN  2021 NOMOR 1
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